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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penataan ruang wilayah merupakan aspek fundamental dalam pembangunan 

nasional yang berkelanjutan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan luas wilayah 1,9 juta km² menghadapi tantangan besar pada penataan ruang 

yang efektif dan efisien. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen 

perencanaan tata ruang yang seringkali berhadapan dengan permasalahan pada 

implementasinya. Dinamika pertumbuhan yang krusial dan pembangunan yang pesat 

telah membuat tuntunan yang tinggi terhadap pemanfaatan ruang di Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk Indonesia 

tahun 2024 mencapai 1,11% per tahun yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan 

lahan pada permukiman dan juga aktivitas ekonomi. Situasi ini seringkali bertentangan 

dengan usaha untuk pelestarian lingkungan dan penetapan wilayah konservasi. 

Kompleksitas dalam menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan juga 

menjadi tantangan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

mengamanatkan perlunya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/ kota dalam perencanaan tata ruang. Namun dalam impelementasinya, 

adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan yang menghambat 

implementasi RTRW. Keterbatasan data spasial yang akurat menjadi kendala teknis 

yang signifikan dikarenakan banyak daerah masih menggunakan peta dasar yang tidak 

sesuai dengan kondisi aktual yang ada, sehingga menghambat proses perencanaan dan 

evaluasi penggunaan lahan. Penggunaan sistem informasi geografis yang minim 

mengakibatkan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, terutama di tingkat 
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daerah. Keadaan ini semakin memburuk akibat minimnya pemahaman masyarakat 

mengenai pentingnya tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan. 

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang mengatur tentang langkah-langkah penyusunan rencana tata ruang, termasuk 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

memastikan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, sehingga aspirasi mereka 

dapat ditampung dan menyediakan mekanisme untuk pengawasan serta sanksi hukum 

pelanggaran penggunaan ruang.  

Pada tingkat provinsi “ RTRW Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan melalui 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016- 2036”. Peraturan ini sebagai 

pedoman utama dalam pelaksanaan penataan ruang di seluruh wilayah provinsi, 

dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan lahan yang efisien dan berkelanjutan, 

serta mendukung pencapaian pembangunan yang merata dan terintegrasi.  

Di tingkat kota, khususnya Kota Palembang, penataan ruang diatur lebih lanjut 

dalam “Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032”. Peraturan daerah ini mengatur secara 

rinci penggunaan lahan di kawasan perkotaan dan pedesaan, termasuk pengaturan 

zonasi yang mendukung pengembangan kawasan industri, perumahan, serta ruang 

terbuka hijau. Dengan adanya RTRW Kota Palembang, diharapkan pembangunan kota 

dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

aspek fisik dan non-fisik , serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.  
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Gambar 1.1. 

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

   Sumber : Website Bappeda Litbang Kota Palembang 

 

 Gambar 1.1 Peta RTRW Kota Palembang merupakan sebuah representasi 

visual yang menggambarkan bagaimana wilayah Kota Palembang direncanakan dan 

diatur penggunaannya. Peta ini menjadi panduan bagi pemerintah dan masyarakat 

dalam mengelola serta mengembangkan wilayah Kota Palembang. Informasi 

mengenai jaringan infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan sungai juga 

tercantum di dalamnya. Dengan adanya peta ini, kita dapat memahami potensi dan 

tantangan yang dihadapi oleh Kota Palembang maupun merencanakan pembangunan 

yang berkelanjutan.  

Pesatnya perkembangan Kota Palembang dalam mewujudkan visi pembangunan 

Kota Palembang yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu “ Palembang 

Emas Darussalam 2023’’. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditekankan 

pentingnya pelibatan masyarakat secara efektif dalam proses Pembangunan. 
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Keikutsertaan masyarakat salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai instansi daerah yang memiliki 

wewenang dalam membantu walikota menjalankan perencanaan, pengendalian, dan 

evaluasi pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Mendorong Kota 

Palembang agar selalu melakukan pengembangan kota secara pesat, hingga memicu 

investor untuk berlomba-lomba menanamkan sahamnya untuk mendukung Kota 

Palembang menuju arah industri modern. Namun, fenomena alih fungsi lahan untuk 

pembangunan infrastruktur perkotaan dan tempat wisata ataupun pembangunan yang 

lain mengakibatkan lahan di Kota Palembang kian berkurang. 

Pada penelitian ini hanya melakukan evaluasi pada konsep kawasan tepian Sungai 

Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. 

Kawasan tepian sungai di dalamnya terdapat daerah sempadan sungai dan bantaran 

sungai, menurut Permen PUPR No.28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan 

Sungai dan Garis Sempadan Danau, Sempadan sungai adalah kawasan yang berada 

dalam batas perlindungan sungai, mencakup area di sisi kiri dan kanan palung sungai. 

Untuk sungai tanpa tanggul, sempadan ini terletak antara garis sempadan dan tepi 

palung sungai, sedangkan untuk sungai bertanggul, area sempadan berada di antara 

garis sempadan dan bagian luar kaki tanggul. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 

38 Tahun 2011 tentang kawasan tepian sungai yang berperan sebagai zona 

perlindungan sungai sekaligus penyangga yang menjaga keseimbangan antara 

ekosistem sungai, daratan, dan aktivitas manusia. Kawasan tepian sungai ditentukan 

dengan mempertimbangkan morfologi, hidrologi, ekologi, dan sosial. Sementara itu, 

bantaran sungai adalah area lahan di kedua sisi sungai, yang diukur dari tepi hingga 

bagian dalam kaki tanggul. Tepian sungai biasanya merupakan kawasan yang 
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digenangi oleh air saat banjir dan sering disebut bantaran banjir Sementara itu, 

sempadan sungai mencakup bantaran banjir yang diperluas dengan 

mempertimbangkan area rawan longsor, batas ekologi, serta zona keamanan yang 

diperlukan untuk wilayah permukiman maupun non-permukiman (Maryono, 2014). 

Pembangunan permukiman yang padat, bersamaan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk di sekitar pusat-pusat kegiatan di kawasan tepian sungai, telah menimbulkan 

masalah serius, seperti meningkatnya kepadatan penduduk yang tidak terkelola di 

beberapa area perkotaan di Indonesia. Dampak negatif dari situasi ini mencakup 

ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem sungai, pencemaran sumber air bersih, 

peningkatan risiko bencana, serta penurunan kualitas visual tepian sungai, terutama di 

daerah perkotaan (Tomigolung et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan 

penataan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mengedepankan konsep 

pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat setempat dan 

perlindungan terhadap sumber daya alam serta lingkungan. Dalam konteks ini, 

perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial-budaya, 

dan lingkungan fisik (Kairupan, 2021).  

Sungai Musi, yang memiliki panjang 750 km, membagi wilayah menjadi dua 

bagian, yaitu ulu dan ilir. Sejak era Kerajaan Sriwijaya, sungai ini telah menjadi 

sumber kehidupan dan pusat aktivitas masyarakat Kota Palembang. Namun, seiring 

dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan industri serta pertumbuhan penduduk 

yang cepat dan tidak teratur, kawasan permukiman di sepanjang tepian Sungai Musi 

menjadi semakin padat dan tidak terorganisir. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa 

pengendalian, hal itu dapat mengganggu fungsi dan ekosistem sungai. Usman (2014) 

mencatat bahwa pembangunan Kota Palembang yang berfokus ke daratan, menjauh 
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dari sungai, menciptakan masalah baru. Pola perkembangan kota saat ini menjadikan 

kawasan tepian sungai sebagai bagian belakang kota, yang berujung pada munculnya 

banyak permukiman kumuh di sepanjang Sungai Musi, sehingga merusak karakteristik 

dan visualisasi Kota Palembang. 

Berdasarkan kondisi tersebut, jika peningkatan pada permukiman penduduk tetap 

dibiarkan tanpa adanya perencanaan dan penataan wilayah maka akan mengakibatkan 

degradasi lingkungan di kawasan tepian sungai, tercemarnya air sungai, terganggunya 

ekosistem dan fungsi Sungai Musi beserta aliran-aliran sungai kecil di sekitarnya akan 

terus menurun.  

Kelurahan 5 Ulu dan Kelurahan 7 Ulu adalah dua dari lima kelurahan yang 

termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. 

Secara astronomis, Kota Palembang terletak antara 2º 52’ - 3º 5’ lintang selatan dan 

104º 37’ - 104º 52’ bujur timur. Batas administrasi Kecamatan Seberang Ulu 1 adalah 

sebagai berikut: 

- “Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil dan Kecamatan 

Ilir Barat II 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan 

Kertapati 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II dan  

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring”. 

Luas wilayah Kelurahan 5 Ulu adalah yang terbesar, mencapai “3,42 km²” atau 

“41,30%” dari total luas Kecamatan Seberang Ulu 1. Sementara itu, Kelurahan 7 Ulu 

menempati posisi ketiga terbesar dengan luas 0,80 km², yang setara dengan “9,66%” 

dari luas keseluruhan Kecamatan Seberang Ulu 1. 



 

7 
 

Gambar 1.2 

Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah oleh penulis (2024) 

Berdasarkan pada kondisi yang ada, jika pembangunan permukiman penduduk 

terus berlanjut tanpa adanya perencanaan dan penataan yang baik, maka dampak 

negatif terhadap lingkungan di kawasan tepian sungai akan semakin parah. Di 

Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya 

kepadatan penduduk dan penyebaran permukiman kumuh di sepanjang tepian Sungai 

Musi. Pertumbuhan kawasan ini terjadi tanpa rencana yang jelas, sehingga 

menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan serta rendahnya kualitas 

pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan pencemaran air sungai dan 

gangguan terhadap ekosistem serta fungsi vital dari Sungai Musi. Oleh karena itu, 

evaluasi mendalam diperlukan untuk memahami fenomena masalah lingkungan yang 

muncul akibat kurangnya penataan yang efektif di kawasan tepian sungai ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi 
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saat ini dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki situasi, 

dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus melindungi 

ekosistem sungai dari kerusakan lebih lanjut. 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep penataan ruang berkelanjutan 

yang tepat untuk Kawasan Tepian Sungai di Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, Kecamatan 

Seberang Ulu 1, sesuai dengan peraturan kebijakan penataan ruang Kota Palembang. 

Dengan menggunakan model teori evaluasi menurut Stufflebeam (2014:312) yaitu 

“The CIPP model’s core concepts are evaluations of an entity’s context, inputs, 

processes, and products”. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

mengenai “Evaluasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera 

Selatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang (Studi: Konsep 

Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Evaluasi Konsep 

Kawasan Tepian Sungai Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep Kawasan Tepian Sungai 

Musi Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu Tahun 2024. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

kebijakan rencana tata ruang wilayah di Kota Palembang, khususnya pada kawasan 
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tepian Sungai Musi di Kelurahan 5 Ulu dan 7 Ulu, serta memberikan rekomendasi bagi 

penelitian sejenis di masa mendatang.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna 

bagi pemerintah dan instansi terkait dalam pengelolaan tata ruang, khususnya bagi 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. 
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